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ABSTRAK 

 

Lelang barang jaminan merupakan upaya mengembalian uang pinjaman 

beserta sewa modalnya yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. 

Apabila sampai pada tanggal pelelangan pemberi gadai tidak melaksanakan 

kewajibannya, maka barang jaminan tersebut akan dilelang oleh penerima gadai. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang mekanisme dan prosedur 

pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang 

Terandam Padang. Pada penelitian ini merupakan penelitian sosiologi dengan 

pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan 

yaitu wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan Nasabah. Adapun sumber data 

yang digunakan oleh penulis adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini (1) Bagaimana 

pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan nasabah oleh PT. Pegadaian Cabang 

Terandam Padang, (2) Apa kendala dalam pelaksanaan lelang terhadap barang 

jaminan nasabah oleh PT. Pegadaian Cabang Terandam Padang. (3) Apa upaya 

mengatasi kendala dalam pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan nasabah oleh 

PT. Pegadaian Cabang Terandam Padang. Lelang barang jaminan dilakukan 3 tahap 

yaitu, pemberitahuan lelang, persiapan lelang, dan pelaksanaan lelang. Tetapi tidak 

setiap pelaksanaan lelang barang jaminan dapat berjalan dengan lancar, ini 

disebabkan adanya terjadi berbagai kendala dalam pelaksanaan pelelangan. 

 

Kata kunci: Lelang, Jaminan, Nasabah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebuah perjanjian terikat dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata 

tentang asas itikad baik dalam melaksanakan perjanjian. Hal yang telah 

diperjanjikan tidak boleh diingkari, tetapi harus dilaksanakan sesuai isi 

perjanjian dengan itikad baik, agar debitur tetap konsekuen dengan prestasi yang 

telah diperjanjikan sehingga tidak akan merugikan pihak kreditur.1 Asas 

kebebasan berkontrak, ini menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan 

dapat membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau 

kesusilaan. Asas Pacta Sun Servada adalah suatu asas dalam hukum perjanjian 

yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat 

secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti 

kekuatan mengikat suatu undang-undang, artinya bahwa perjanjian yang dibuat 

secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang.  

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat yang terdapat 

pada setiap perjanjian, dengan dipenuhinya syarat-syarat tersebut maka suatu 

perjanjian dapat berlaku sah. Adapun keempat syarat tersebut adalah:  

1. Sepakat mereka yang mengadakan perjanjian 

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian 

3. Suatu hal tertentu 

4. Suatu sebab yang halal 

                                                           
1Gatot Supramono., 2009, Perbankan dan Masalah Kredit, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2. 
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Pembayaran sejumlah kewajiban kredit atas debitur dapat tidak 

dilaksanakan, apabila dalam pelaksanaan kredit tersebut pihak penerima jaminan 

melakukan beberapa pelanggaran. Penjamin kredit menjamin kewajiban kredit 

terjamin, sehingga bila kegagalan kredit juga disebabkan oleh kelalaian 

penerima jaminan, maka penjamin tidak berhak memenuhi kewajiban yang 

gagal tersebut.2 

Menurut Pasal 1150 KUHPerdata, gadai adalah sesuatu hak yang 

diperoleh seorang kreditur atas suatu namanya, dan memberi kekuasaan kepada 

kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dengan mendahulukan 

dirinya dari kreditur-kreditur lainnya, dengan kekecualian mendahulukan 

pembayaran-pembayaran biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang 

telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan itu.3 Dari 

rumusan Pasal 1150 KUHPerdata dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut 

gadai, maka unsur-unsur berikut di bawah ini harus dipenuhi:4 

1. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak; 

2. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai; 

3. Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih 

dahulu atas piutang kreditor (droit depreference); 

4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri 

pelunasan secara mendahulu tersebut. 

                                                           
2Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, 2007, Penjaminan Kredit, P.T. Alumni, 

Bandung, hlm. 15. 
3
Gatot Supramono, Op. Cit., hlm. 225.  

4Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak 

Kekayaan, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek, Kencana, Jakarta, hlm. 74.  
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Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk 

Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan 

Perseroan (Persero). Perubahan dimaksudkan dalam rangka lebih meningkatkan 

efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya 

kepada masyarakat menengah kebawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha 

menengah.5 

Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai tugas dan 

wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha yang menyalurkan uang 

pinjaman atas dasar hukum gadai dengan sifat yang khas yaitu menyediakan 

pelayanan bagi pemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan 

berdasarkan prinsip pengelolaan bisnis. Pegadaian dengan moto “Mengatasi 

Masalah Tanpa Masalah” diharapkan mampu mengatasi kesulitan masyarakat 

dalam hal kredit dalam waktu yang relatif singkat.6 

Sebagai lembaga perkreditan, salah satu bentuk pelayanan adalah  

menyalurkan kredit kepada masyarakat. Dalam menyalurkan kredit, PT. 

Pegadaian (Persero) menggunakan perjanjian pinjam uang yang dituangkan 

dalam bentuk Surat Bukti Kredit (SBK).7 Misalnya disyaratkan memberikan 

barang jaminan kepada PT. Pegadaian. Suatu bentuk pembiayaan kepada 

                                                           
5Rizki Sukma Hapsari, 2016, ‘ Perlindungann Hukum Terhadap Nasabah Dalam Hal 

Terjadi Kerusakan Atau Kehilangan Barang Jaminan Di PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun’, 

Jurnal Repertorium, Volume III, No 2 Juli-Desember 2016, hlm. 115. 
6Frianto Pandia dkk, 2005,  Lembaga Keuangan, Rineka Cipta, Jakarta.  hlm.70. 
7Abdulkadir Muhammad,  2006, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

hlm. 87 
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masyarakat dengan menggunakan barang bernilai milik masyarakat sebagai 

jaminan disebut gadai.8 

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima 

gadai, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban 

pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan harga sesuai dengan yang 

ditentukan oleh penerima gadai. Didalam Surat Bukti Kredit (SBK) telah 

ditentukan tanggal jatuh temponya atau tanggal pemberian kredit.9 Apabila 

debitur tidak memenuhi janjinya membayar utang, maka krediur berhak 

mengeksekusi gadai dengan cara melakukan penjualan barang yang 

digadaikan.10 

Lelang barang jaminan merupakan upaya mengembalian uang pinjaman 

beserta sewa modalnya yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. 

Hal ini dilakukan dengan penjualan barang jaminan tersebut dengan waktu yang 

telah ditentukan.11 

Tanggal jatuh tempo dengan tanggal pelelangan barang jaminan adalah 

berbeda. Tenggang waktu antara tanggal jatuh tempo dengan tanggal pelelangan 

barang jaminan adalah 20 hari. Ini diberikan untuk memberikan kesempatan 

kepada pemberi gadai untuk melunasi pinjaman bunga pokok kredit. Apabila 

sampai pada tanggal pelelangan pemberi gadai tidak melaksanakan 

                                                           
8Ari WB Raharjo dan Tety Elida, 2015, Bank dan Lembaga Pembiayaan Non Bank di 

Indonesia, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 168. 
9Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati,  2018, Hukum Jaminan Di Indonesia, PT 

RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 146. 
10Gatot Supramono, Op. Cit., hlm. 230. 
11Frianto Pandia dkk, Op. Cit., hlm. 78. 
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kewajibannya, maka barang jaminan tersebut akan dilelang oleh penerima gadai. 

12 

Pada dasarnya eksekusi barang jaminan gadai dilakukan dengan cara 

penjualan di muka umum melalui pelelangan dengan meminta bantuan 

kantor/badan lelang. Namun berdasarkan parate eksekusi, maka 

kreditur/pemegang gadai mempunyai wewenang penuh tanpa melalui 

pengadilan untuk mengeksekusi barang jaminan. Hal ini dapat dilakukan 

bilamana hal tersebut sudah diperjanjikan sebelumnya. Selain itu, penjualan 

barang jaminan gadai juga dapat dilakukan secara tertutup atau tidak dilakukan 

penjualan di muka umum melalui pelelangan.13 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian 

dengan judul “PELAKSANAAN LELANG TERHADAP BARANG 

JAMINAN NASABAH PADA PT. PEGADAIAN  CABANG TERANDAM 

PADANG”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan sebelumnya, 

peneliti memilih beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan 

skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas antara lain: 

1. Bagaimana pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan nasabah oleh PT. 

Pegadaian Cabang Terandam Padang. 

2. Apa kendala dalam pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan nasabah 

oleh PT. Pegadaian Cabang Terandam Padang. 

                                                           
12Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, Op. Cit, hlm. 147. 
13Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, Op. Cit, hlm. 148. 
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3. Apa upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan lelang terhadap barang 

jaminan nasabah oleh PT. Pegadaian Cabang Terandam Padang. 

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisa pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan nasabah 

oleh PT. Pegadaian Cabang Terandam Padang. 

2. Untuk menganalisa kendala dalam pelaksanaan lelang terhadap barang 

jaminan nasabah oleh PT. Pegadaian Cabang Terandam Padang. 

3. Untuk menganalisa upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan lelang 

terhadap barang jaminan nasabah oleh PT. Pegadaian Cabang Terandam 

Padang. 

D. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah yuridis 

empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat 

disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum 

yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.14 

Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap 

kenyataan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan 

maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang 

dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju 

                                                           
14Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 

15. 
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kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian 

masalah.15 

2. Sumber data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Data Primer. 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.16 Sumber data 

diperoleh dari lapangan, melalui wawancara langsung dengan responden 

yakni Direktur PT. Pegadaian Cabang Terandam Padang. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul. data, tetapi melihat orang lain atau dengan 

dokumen.17 Dalam penelitian ini data di peroleh dengan cara mempelari 

buku-buku yang relavan dan melihat jurnal yang sesuai dengan penelitian 

ini. 

3. Teknik Pengumpulan data 

a. Wawancara. 

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika 

seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

dirancang untuk memperoleh jawaban yang relavan dengan masalah 

                                                           
15Ibid. hlm. 16. 
16Amiruddin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hlm. 30. 
17M. Asbari, dan R Pramono, 2020, ‘Efektivitas Model Pembelajaran Problem Based 

Learning Jurnal Pendidikan, Vol 4-No. 1, Jakarta, hlm. 66. 
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penelitian kepada responden.18 Bentuk wawancara dalam penelitian adalah 

wawancara terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data, 

peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan 

diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data 

telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan 

tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Dengan wawancara 

terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan 

pengumpul data mencatatnya. 

4. Analisis 

Analisis  kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain.19 

 

 

 

 

                                                           
18Amiruddin, Op. Cit., hlm. 82. 
19Lexy J. Moleong, 2010, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 

hlm. 248. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Pegadaian 

1. Gadai 

a. Pengertian gadai 

Gadai adalah pinjam-meminjam uang dalam batas waktu tertentu 

dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada 

waktunya tidak ditebus barang itu menjadi hak pemberi pinjaman.20  

Gadai atau lembaga hak jaminan gadai merupakan terjemahan dari 

kata pand (bahasa Belanda), pledge atau pawn (Inggris), faustpfand 

Jerman dan dalam hukum adat dikenal dengan cekelan.21  

Menurut Wiyono Prodjodikoro gadai adalah suatu hak yang didapat 

oleh seseorang yang berpiutang suatu benda bergerak padanya diserahkan 

oleh si berutang atau oleh seseorang lain untuk menjamin pembayaran 

utang dan yang memberikan hak kepada si berutang untuk dibayar lebih 

dahulu dari berpiutang lainnya, yang diambil dari uang pendapatan 

penjualan barang itu.22 

Berdasarkan pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa 

pengertian gadai adalah suatu kegiatan yang menjaminkan barang 

                                                           
20Anton M. Moeliono, 1997, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 

hlm. 283. 
21Rachmadi Usman, 2008,  Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 

104. 
22Wiryono Prodjodikoro, 1994, Hukum Perdata Hak Atas Benda, Pembimbing Masa, 

Jakarta, hlm. 180. 
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berharga pada pihak tertentu dalam melakukan peminjaman uang, dan 

barang yang dijaminkan akan ditebus kembali berdasarkan perjanjian 

antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. 

b. Dasar Hukum Gadai 

Dasar hukum gadai terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya, sebagai berikut: 

a) Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata. 

b) Artikel 1196 vv, titel 19 Buku III NBW.23 

c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1969 pada pasal 6 tentang sifat 

usaha yang dilakukan pegadaian. 

d) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan 

Umum (Perum) Pegadaian. 

e) Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016. 

c. Subjek dan Objek Gadai 

1. Subjek Gadai 

Berdasarkan KUHPerdata, pihak-pihak yang terlibat atau menjadi 

subjek dalam gadai terdiri dari dua pihak, yaitu: 

a) Pemberi gadai (pandgever). 

Pemberi jaminan gadai terdiri dari unsur perorangan atau 

badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda 

bergerak untuk dijadikan jaminan kepada penerima gadai. Pemberi 

gadai atau pandgever bisa saja bukan milik debitur tetapi berasal dari 

                                                           
23 Salim H.S, 2007,  Hukum Jaminan di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 29. 
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pihak ketiga. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1156 ayat (2) 

KUHPerdata bahwa benda yang dijadikan jaminan gadai dapat saja 

bukan berasal dari harta milik debitur, melainkan harta orang lain, 

artinya pihak ketiga tersebut bisa saja menggadaikan benda bergerak 

miliknya menjadi jaminan utang seseorang atau orang lain. 

b) Penerima gadai. 

Unsur penerima gadai berasal dari peorangan atau badan 

hukum (seperti bank, pegadaian, dan lembaga keuangan lainnya 

yang ditentukan oleh perundang-undangan) yang memiliki piutang. 

Sesuai dengan sifat dan karakteristik gadai, maka pihak penerima 

inilah yang menguasai benda yang digadaikan setelah ditarik dari 

kekuasaan pemberi gadai. 

2. Objek Gadai. 

Sesuai dengan ketentuan pasal 1150,1152 ayat (1), pasal 1153, 

dan pasal 1158 ayat (1) KUHPerdata, objek jaminan gadai adalah 

sebagai berikut:  

a) Benda bergerak berwujud atau bertubuh (lichameliijk), yaitu benda 

yang secara sifat dapat berpindah atau dipindahkan, misalnya 

perhiasan, barang elektronik, barang-barang mesin dan lain-lain. 

b) Benda bergerak tidak berwujud atau tidak bertubuh 

(onlichameliijk), yaitu berupa macam-macam hak tagihan 

(vorderingsrecht), agar mendapatkan pembayaran sejumlah uang 

dapat digunakan surat-surat piutang. Surat-surat yang dimaksud 

sebagai berikut: 
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1) Surat piutang atas nama (vordering op naam), yaitu surat/akta 

yang didalamnya nama kreditur disebut dengan jelas tanpa 

tambahan apa-apa. 

2) Surat piutang atas bawa/kepada pembawa (vordering aan 

toonder/ to bearer), yaitu surat/akta didalamnya nama kreditur 

tidak disebut dengan jelas dalam akta, namun dengan tambahan 

kata-kata “atau pembawa”, contoh cek. 

3) Surat piutang kepada pengganti atau atas tunjuk (vordering aan 

order), yaitu surat/akta didalamnya nama kreditur disebut dengan 

jelas dalam akta, namun dengan tambahan kata-kata “atau 

pengganti”, contoh wesel. 

4) Saham dapat diagunan dengan gadai ata jaminan fidusia 

sepanjang tidak ditentukan lain dengan anggaran dasar.24 

d. Sifat dan Karakteristik Gadai 

Jaminan gadai memiliki sifat dan karakteristik jaminan kebendaan 

pada umumnya, antara lain: 

a) Objek gadai mengikuti kepada siapa objek tersebut digadaikan (droit 

de suite).  

Asas droit de suite adalah asas dimana hak mengikuti bendanya 

dimana pun juga, dalam tangan siapapun juga objek jaminan itu berada. 

Droit de suite merupakan salah satu prinsip dari hak kebendaan yang 

                                                           
24Amran Suadi, 2019, Eksekusi Jaminan, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 135. 
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memang pada dasarnya dikenal dengan BW, dan sebaliknya tidak 

dikenal dalam hukum adat. 

b) Gadai bersifat didahulukan (droit de preference). 

Sesuai dengan pasal 1133 KUHPerdata, gadai memiliki sifat yang 

sama dengan jaminan kebendaan lainnya, seperti hak tanggungan, 

jaminan fidusia maupun hipotek, yaitu bersifat mendahului dalam 

pelunasan utang diantara orang-orang yang berpiutang atau dikenal 

dengan asas  droit de preference. Selain itu, kedudukan kreditur pada 

diberikan kedudukan diutamakan dari kreditur lainnya atau sifat  droit 

de preference, artinya hak kebendaan yang lebih dahulu terjadi akan 

diutamakan daripada yang terjadi kemudian atau sering juga disebut 

asas prioritas.  

Gadai juga memiliki sifat dan karakteristik khusus diantaranya: 

a) Gadai adalah hak kebendaan. 

Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati 

suatu kebendaan seperti eigendom hak bezit, hak pakai dan 

sebagainya. Benda pakai memang harus diserahkan kepada kreditur 

tetapi untuk tidak dinikmati, melainkan menjamin piutangnya 

dengan mengambil penggantian dari benda tersebut guna membayar 

piutangnya. 

b) Objek gadai berada dalam kekuasaan kreditur. 

Objek gadai berada dalam kekuasaan kreditur atas penerima 

gadai sebagai akibat adanya syarat inbezitstelling. Syarat 

inbezitstelling diatur dalam pasal 1150 dan pasal 1152 KUHPerdata 



14 
 

 
 

dan merupakan syarat utama untuk sahnya suatu perjanjian 

diserahkan oleh debitur kepada kreditur, setelah dibuatnya perjanjian 

pokok (utang piutang). 

c) Bersifat accesoir (tambahan) 

Yang dimaksud dengan accesoir, yaitu berlakunya hak gadai 

tergantung pada ada atau tidaknya perjanjian pokok atau utang-

piutang sehingga ia bersifat perjanjian tambahan, artinya jika 

perjanjian utang-piutang sah, maka perjanjian gadai sebagai 

perjanjian tambahan juga sah, dan sebaliknya jika perjanjian utang-

piutang tidak sah, maka perjanjian gadai juga tidak sah. Dengan 

demikian jika perjanjian utang piutang beralih, maka hak gadai 

otomatis beralih. 

d) Objek gadai tidak dapat dibagi-bagi. 

Berdasarkan ketentuan pasal 1160 KUHPerdata, barang gadai 

tidak dapat dibagi-bagi (ondelbaar), sekalipun utangnya diantara 

para waris si berutang atau diantara waris si berpiutang dapat dibagi-

bagi. Dengan demikian gadai meliputi seluruh benda sebagai satu 

kesatuan, artinya sebagian hak gadai tidak menjadi hapus dengan 

dibayarnya sebagian utang, melainkan hak gadai itu tetap 

membebani seluruh objek kebendaan atau benda-benda yang 

digadaikan untuk sisa utang yang belum dilunasinya. 

e) Objek gadai tidak dapat memiliki. 
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Dalam jaminan gadai salah satu syarat terjadinya gadai adalah 

barang gadai hanya berpindah tangan dalam hal penguasaannya, 

bukan berpindah kepemilikkan dari debitur kepada kreditur. 

f) Bersifat individualiteit (individu). 

Benda gadai akan tetap melekat secara utuh pada utangnya 

walaupun debitur atau kreditur telah meninggal dunia, meskipun 

piutang atau benda gadai telah diwariskan atau terbagi-bagi. Hak 

gadai atau benda yang digadaikan tidak menjadi hapus selama 

utangnya belum dibayar sepenuhnya (Pasal 1160 KUHPerdata). 

e. Hak dan kewajiban pemberi gadai dan penerima gadai 

Setelah perjanjian gadai dibuat oleh pemberi gadai dan penerima 

gadai dan selama gadai berlangsung pemberi dan pemegang gadai 

memiliki hak dan kewajiban yang masing-masing harus dipegang teguh 

oleh kedua belah pihak. 

a) Hak dan kewajiban pemberi gadai. 

Hak-hak pemberi gadai, yaitu: 

1) Pemberi gadai berhak mendapatkan uang gadai dari penerima 

gadai. 

2) Pemberi gadai berhak atas barang gadai apabila utang pokok, 

bunga dan biaya lainnya telah dilunasinya. 

3) Pemberi gadai memiliki hak untuk menuntut apabila barang gadai 

itu telah hilang atau mundur sebagai akibat dari kelalaian 

pemegang gadai. 
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4) Pemberi gadai berhak untuk mendapat pemberitahuan terlebih 

dahulu dari pemegang gadai apabila barang gadai akan dijual. 

5) Pemberi gadai berhak mendapat kelebihan atas penjualan barang 

gadai setelah dikurangi dengan pelunas utangnya. 

6) Pemberi gadai berhak mendapat kembali barang yang digadaikan 

apabila utangnya dibayar lunas.25 

Adapun kewajiban pemberi gadai, yaitu: 

1) Pemberi gadai berkewajiban menyerahkan barang yang 

dipertanggungkan sampai pada waktu utang dilunasi, baik 

mengenai jumlah pokok maupun bunga. 

2) Pemberi gadai bertanggung jawab atas pelunasan utangnya, 

terutama dalam hal pejualan barang yang digadaikan. 

3) Pemberi gadai berkewajiban memberikan ganti rugi atas biaya 

yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai untuk menyelamatkan 

barang yang digadaikan. 

4) Apabila telah diperjanjikan sebelumnya, ia harus menerima 

pemegang gadai menggadaikan lagi barang yang digadaikan 

tersebut.26 

b) Hak dan kewajiban pemegang gadai. 

Hak pemegang gadai, yaitu: 

1) Hak menjual objek gadai dengan kekuasaan sendiri (parate 

ekesekusi). 

                                                           
25 Rachmadi Usman, Op. Cit., hlm 276. 
26Ibid. 
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2) Hak didahulukan (recht van voorrang). 

3) Hak menjual barang gadai dengan perantara hakim. 

4) Kreditur dapat tetap menguasai benda gadai atas izin hakim. 

5) Hak untuk mendapatkan biaya perawatan objek gadai. 

6) Hak retensi (recht van terughouden). 

Adapun kewajiban pemegang gadai, yaitu: 

1) Pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau 

kemunduran harga barang gadai jika itu terjadi atas kesalahan atau 

kelalaian kreditur. 

2)  Kewajiban untuk memberitahukan kepada pemberi gadai jika 

barang gadai dijual. 

3) Pemegang gadai harus memberikan perhitungan tentang 

pendapatan dari penjualan barang gadai dan setelahnya ia 

mengambil pelunasan utangnya, harus menyerahkan kelebihannya 

kepada debitur. 

4)  Pemegang gadai harus mengembalikan barang gadai yang ia 

kuasai apabila utang pokok, bunga, dan biaya untuk 

menyelamatkan barangn gadai yang telah dibayar lunas oleh 

pemberi gadai (debitur).27 

f. Larangan dalam gadai 

Dalam membuat perjanjian gadai baik phak pemberi maupun 

pemegang gadai selain memperhatikan prosedurnya, juga perlu 

memperhatikan larangannya. Larangan gadai diatur dalam Pasal 1154 

                                                           
27Rachmadi Usman, Op. Cit., hlm.278. 
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KUHPerdata, larangan tersebut erat hubungannya dengan utang piutang 

yang merupakan perjanjian-perjanjian pokoknya. Barang yang dijaminkan 

dikuasai oleh kreditur karena sebagai jaminan utang, dan bukan untuk 

dimiliki kreditur walaupun debitur wanprestasi utangnya. Larangan 

kreditur untuk memiliki barang jaminan karena bukan didasarkan atas 

perjanjian jual beli yang tujuannya untuk memindahkan hak milik barang. 

Jadi apabila barang jaminan tersebut langsung dimiliki sangat 

bertentangan dengan tujuan perjanjian utang piutang dan tujuan gadai yang 

tidak ada hubungannya dengan perolehan hak milik barang. Barang yang 

digadaikan tujuannya tetap sebagai pelunasan utang dengan cara menjual 

atau melelang.28 

g. Hapusnya gadai 

Hapusnya gadai telah ditentukan di dalam pasal 1152 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dan Surat Bukti Kredit (SBK). Di dalam pasal 

1152 ditentukan dua cara hapusnya hak gadai, yaitu:  

a. Barang gadai itu hapus dari kekuasaan pemegang gadai, misalnya 

utang pemberi gadai telah dibayar lunas, maka gadai otomatis hapus.  

b. Hilangnya barang gadai atau terlepasnya barang gadai dari kekuasaan 

pemegang gadai.  

Begitu juga dalam Surat Bukti Kredit (SBK) telah diatur tentang 

berakhirnya gadai. Salah satunya adalah jika jangka waktu gadai telah 

                                                           
28Gatot Supramono, Op. Cit., hlm. 228. 
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berakhir. Menurut Ari Hutagalung mengemukakan lima cara hapusnya hak 

gadai, yaitu:  

a) Hapusnya perjanjian pokok yang dijamin dengan gadai  

b) Terlepasnya benda gadai dari kekuasaan penerima gadai  

c) Musnahnya barang gadai  

d) Dilepaskannya benda gadai secara sukarela  

e) Percampuran (penerima gadai menjadi pemilik benda gadai).  

Perjanjian pokok dalam perjanjian gadai adalah perjanjian pinjam 

meminjam uang dengan jaminan gadai. Apabila debitur telah membayar 

pinjamannya kepada penerima gadai, maka sejak saat itulah hapusnya 

perjanjian gadai.29 

2. Pegadaian 

a. Pengertian pegadaian 

Pegadaian (Pawnshop), adalah salah satu bentuk Lembaga 

Pembiayaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas berpenghasilan 

rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Lembaga 

Pembiayaan Pegadaian dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan 

perundang-undangan.30 Usaha pegadaian diatur dalam Peraturan 

Pemerintahan No. 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan 

Jawatan Pegadaian menjadi Perum Pegadaian. Kegiatan operasional 

Perum Pegadaian yang dilakukan saat ini antara lain meliputi: 

                                                           
29Sudut Hukum, 2016,  Berakhir dan Hapusnya Akad Gadai, 12 Desember 2016, 

https://suduthukum.com/2016/12/berakhir-dan-hapusnya-akad-gadai.html,  
30Noviyanti Ekatama, 2014, ‘Prospek Kegiatan Usaha Pegadaian Dalam Menghadapi 

Lembaga Perkreditan di Indonesia’, dalam Jurnal Ilmu Hukum Repertorium, Edisi 2, hlm. 5. 

https://suduthukum.com/2016/12/berakhir-dan-hapusnya-akad-gadai.html
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1) Menyalurkan uang pinjaman  kepada masyarakat berdasarkan hukum 

gadai. 

2) Menerima jasa taksiran bagi masyarakat mengenai besarnya nilai riil 

barang miliknya. 

3) Menerima jasa penitipan bagi masyarakat yang akan menitipkan 

barang-barangnya. 

4) Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam memanfaatka aset 

perusahaan dalam bidanng bisnis properti, seperti dalam 

pembangunan gedung dengan sistem BOT (build, operate, and 

transfers). 

5) Kredit pegawai, yaitu kredit yang memberikan kepada pegawai yang 

berpenghasilan tetap.31 

Barang yang dijaminkan di pegadaian dapat ditebus kembali pada 

waktu tertentu setelah pinjaman dilunasi. Kegiatan menjaminkan barang-

barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dapat ditebus kembali 

setelah jangka waktu tertentu tersebut dikenal dengan usaha gadai. Dengan 

usaha gadai, masyarakat tidak perlu takut kehilangan atas barang-barang 

berharganya dan sejumlah uang yang diinginkan dapat sesuai dengan 

harga barang yang dijaminkan.32 

b. Manfaat pegadaian 

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari adanya PT. Pegadaian 

di Indonesia. Manfat itu dapat dirasakan baik kepada para nasabahnya 

                                                           
31Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11. 
32Hery, 2020, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 158. 
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maupun kepada PT. Pegadaian itu sendiri sebagai pihak Badan Usaha 

Milik Negara. Namun tentunya manfaat-manfaat yang dimaksud dengan 

adanya PT. Pegadaian lebih diarahkan kepada manfaat yang akan diterima 

oleh pihak nasabah dari PT. Pegadaian itu sendiri. 

1. Manfaat pegadaian bagi nasabah  

a) Ketersediaan dana dengan prosedur yang relative lebih sederhana 

dan dalam waktu  yang lebih cepat, terutama jika dibandingkan 

dengan kredit perbankan.  

b) Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi 

yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. 

c) Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat 

dipercaya. 

2. Manfaat pegadaian bagi pihak pegadaian  

1) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan 

oleh peminjam dana.  

2) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh 

nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian.  

3) Pelaksanaan misi Pegadaian sebagai suatu anak usaha Badan 

Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan 

berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan 

dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana.  

4) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990, laba yang 

diperoleh oleh Pegadaian digunakan untuk: 

a. Dana pembangunan semesta (55 persen)  
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b. Cadangan umum (20 persen) 

c. Cadangan tujuan (5 persen) 

d.  Dana sosial (20 persen)33 

c. Syarat gadai barang di pegadaian 

Bersumber dari situs resmi Pegadaian, terdapat beberapa syarat yang 

harus dilengkapi  cara gadai barang di pegadaian.34 

Syarat tersebut adalah: 

1) Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya 

2) Menyerahkan barang jaminan 

3) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli 

4) Nasabah menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK). 

Syarat untuk barang elektronik: 

Untuk barang elektronik sendiri, hanya terdapat beberapa jenis barang 

yang bisa gadaikan, yaitu: 

1) Komputer jinjing atau laptop. 

2) Kamera digital 

3) Ponsel 

Kemudian, ketentuannya dalam menggadaikan barang elektronik adalah: 

1) Barang dilengkapi dengan kardus (boks), charger. 

2) Lebih baik jika menyertakan kwitansi pembelian barang. 

3) Kondisi fisik barang minimal 80 persen. 

                                                           
33Muhammad Idris, 2018,  Pegadaian: Sejarah, Pelayanan, dan Manfaat, 8 September 

2021 https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/08/130000279/pegadaian--sejarah-pelayanan-

dan-manfaat?page=all  
34Arkan Perdana, 2020, Syarat Gadai Barang di Pegadaian, 5  November 2020, 

https://glints.com/id/lowongan/cara-gadai-barang-di-pegadaian/#.YXdZJRpBy00  

https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/08/130000279/pegadaian--sejarah-pelayanan-dan-manfaat?page=all
https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/08/130000279/pegadaian--sejarah-pelayanan-dan-manfaat?page=all
https://glints.com/id/lowongan/cara-gadai-barang-di-pegadaian/#.YXdZJRpBy00
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4) Nasabah bisa mendapatkan pinjaman antara 50%-60% dari harga 

second barang yang diagunkan.  

Jika nilai barang ditaksir sebesar Rp2 juta, maka pinjaman yang terima 

adalah Rp1 juta hingga Rp2 juta saja. 

 

Syarat Gadai Kendaraan Bermotor: 

a) Kendaraan bermotor seperti sepeda motor atau mobil harus dilengkapi 

dengan BPKB dan STNK asli, sebaiknya atas nama sendiri. 

b) Apabila bukan atas nama sendiri, kendaraan yang akan digadaikan 

harus memiliki kwitansi jual beli asli dan fotokopi KTP pemilik atas 

nama kendaraan. 

c) Sepeda motor yang diterima adalah kendaraan lima tahun terakhir, 

dengan kondisi minimal 80 persen. 

d) Mobil yang diterima adalah kendaraan 10 tahun terakhir, dengan 

kondisi minimal 80 persen. 

e) Pinjaman yang bisa didapatkan antara 60%-70% dari harga sepeda 

motor atau mobil. 

f) Jangka waktu gadai untuk motor maupun mobil adalah selama empat 

bulan. 

g) Perpanjangan waktu gadai bisa dilakukan maksimal dua kali, dengan 

syarat membayar bunga dan cicilan. 

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan 

1. Pengertian jaminan 
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Secara Etimologi kata “jaminan” berasal dari kata “jamin” yang berarti 

“tanggung” atau dapat diartikan juga sebagai tanggungan.35 Menurut 

ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, jaminan adalah segala kebendaan milik 

yang berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang 

sudah ada maupun yang baru akan ada kemudian hari, menjadi tanggungan 

untuk segala perikatan perseorangan. 

Mariam Darus Badrulzaman menjelaskan pengertian jaminan adalah 

suatu tanggungan yang telah diberikan oleh seorang debitur atau pihak ketiga 

kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dapat terpenuhi dalam suatu 

akad/kontrak.36 

2. Asas-asas hukum jaminan. 

Dalam hukum jaminan terdapat asas-asas hukum yang pada umumnya 

juga berlaku didalam kehidupan kebendaan, yaitu: 

1) Asas publictiet, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak 

fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Hal ini dimaksudkan supaya pihak 

ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan 

pembebanan jaminan. 

2) Asas specialitet, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia,dan hipotek 

hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah 

terdaftar atas nama orang tertentu. 

                                                           
35Anton M. Moeliono, Op. Cit.,  hlm. 391. 
36Mariam Darus Badrulzaman, 2000,  “Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan”,  

Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, hlm.12. 
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3) Asas tidak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya utang tidak dapat 

mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan 

hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. 

4) Asas inbezitstelling, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada 

penerima gadai. 

5) Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu 

kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah 

negara maupun tanah hak milik.  

3. Sifat jaminan 

Perjanjian jaminan lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang 

bersifat accesoir, yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan 

dengan perjanjian pokok, mengabdi kepada perjanjian pokok. Dalam praktik 

perbankan perjanjian pokoknya berupa perjanjian pemberian kredit atau 

perjanjian membuka kredit oleh bank, dengan kesanggupan memberikan 

jaminan berupa beberapa kemungkinan hipotek, atau credietverband, gadai, 

fiducia, borgtoch, dan lain-lain.  

Sifat dari hak-hak jaminan itu di dalam praktek perbankan ada yang 

bersifat hak kebendaan dan ada yang bersifat hak perorangan. Tergolong 

jaminan yang bersifat hak kebendaan adalah hipotik, credietverband, gadai, 

fiducia. Selanjutnya, jaminan yang bersifat perorangan adalah borgtoch, 

perjanjian tanggung-menanggung, perjanjian garansi, dan lain-lain. 

4. Kegunaan jaminan 

Kegunaan jaminan adalah : 
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1) Memberikan hak dan kekuasaaan kepada bank untuk mendapatkan 

pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan janji, yaitu membayar 

kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. 

2) Menjamin debitur berperan serta dalam transaksi untuk membayar 

usahanya,  sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau 

proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat 

dicegah atau sekurang-kurangnya untuk berbuat demikian dapat 

diperkecil. 

3) Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janji khususnya 

mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah 

disetujui agar debitur atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak 

kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.37 

5. Jenis-jenis jaminan 

Pada umumnya jenis-jenis jaminan sebagaima dikenal dalam Tata Hukum 

Indonesia dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Menurut cara terjadinya, dibedakan menjadi : 

a) Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang ialah 

jaminan yang adanya ditunjuk oleh undang-undang tanpa adanya 

perjanjian dari para pihak, misalnya ketentuan dalam Pasal 1131 KUH 

Perdata. 

                                                           
37Rachmadi Usman, 2006,  Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 286. 
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b) Jaminan yang lahir karena perjanjian, yaitu jaminan yang adanya harus 

diperjanjikan terlebih dahulu antara pihak-pihak, misalnya gadai, 

fidusia, perjanjian garansi, penanggungan (borgtocht). 

2. Menurut kepentingan krediturnya, dibedakan menjadi : 

1) Jaminan yang tergolong jaminan umum, yaitu jaminan yang tertuju 

kepada semua kreditur dan mengenai semua harta benda debitur, baik 

mengenai benda bergerak maupun benda tidak bergerak, benda yang 

sudah ada maupun benda yang masih akan ada. Jadi jaminan umum 

itu timbulnya dari undang-undang tanpa ada perjanjian yang diadakan 

oleh para pihak lebih dahulu. 

2) Jaminan khusus, yaitu jaminan yang timbul karena adanya perjanjian 

yang khusus diadakan antara debitur dan kreditur yang dapat berupa 

jaminan yang bersifat kebendaan ataupun jaminan yang bersifat 

perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan ialah adanya benda 

tertentu yang dipakai sebagai jaminan, sedangkan jaminan yang 

bersifat perorangan ialah adanya orang tertentu yang sanggup 

membayar/ memenuhi prestasi manakala debitur wanprestasi.38 

3. Menurut sifatnya, dibedakan menjadi : 

1) Jaminan yang bersifat kebendaan, ialah jaminan yang berupa hak 

mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri: mempunyai 

hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat 

                                                           
38Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, Hukum Jaminan Di Inodonesia Pokok-Pokok 

Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, hlm.157. 
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dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan 

dapat diperalihkan, misalnya gadai. 

2) Jaminan yang bersifat perorangan, ialah jaminan yang menimbulkan 

hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat 

dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan 

debitur seumumnya, misalnya penanggungan (borgtocht).39 

4. Menurut objeknya, dibedakan menjadi : 

a. Jaminan yang mempunyai objek benda bergerak 

b. Jaminan atas benda tak bergerak 

Pembedaan benda tersebut akan menentukan jenis lembaga jaminan/ 

ikatan kredit yang dapat dipasang untuk kredit yang bersangkutan. Jika 

benda jaminan tersebut merupakan benda bergerak, maka dapat dipasang 

lembaga jaminan yang berbentuk gadai atau fiducia, sedangkan jika benda 

jaminan tersebut berupa benda tetap, maka dapat dipasang lembaga 

jaminan yang berbentuk hipotik. 

5. Menurut kewenangan menguasainya, dibedakan menjadi : 

1) Jaminan yang menguasai bendanya 

2) Jaminan tanpa menguasai bendanya 

Bagi kreditur akan lebih merasa aman jika ia menguasai benda yang 

dijaminkan, lebih-lebih bila benda tersebut merupakan benda bergerak, 

yang mudah dipindahkan dan berubah nilainya, dan kreditur juga 

berwenang untuk menjualnya atas kekuasaan sendiri jika debiturnya 

wanprestasi, karena benda jaminan tersebut berada di tangan krediturnya. 

                                                           
39Ibid. 
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Jaminan dengan tanpa menguasai bendanya akan lebih menguntungkan 

debitur si pemilik benda jaminan karena ia masih dapat menggunakan 

benda jaminan tersebut.40 

C. Tinjauan Umum Tentang Lelang. 

1. Pengertian lelang 

Kata lelang diambil dari kata adalah Auctio, yang artinya peningkatan 

secara bertahap. Berbeda dengan jual-beli, lelang merupakan penjualan 

umum atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan 

harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukkan 

harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau 

sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diijinkan 

untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui 

harga yang ditawarkan atau memasukkan  harga dalam sampul tertutup.41 

Definisi lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Sub 17 Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 

dijelaskan bahwa lelang adalah penjualan barang di muka umum dengan cara 

penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan 

peminat atau calon pembeli.42 

Sedangkan menurut Roell, penjualan umum adalah suatu rangkaian 

kejadian yang terjadi antara saat mana seorang hendak menjual satu atau lebih 

suatu barang, baik secara pribadi maupun dengan perantaraan kuasanya, 

                                                           
40Ibid. hlm. 58 
41Adwin Tista, 2013, ‘Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia’, Volume V, Nomor 

10, Juli-Desember 2013, hlm. 47. 
42Ibid. 
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memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran 

untuk membeli barang-barang yang ditawarkan sampai kepada saat dimana 

kesempatan lenyap.43 

Adapun pengertian lelang menurut peneliti adalah cara penjualan 

barang dimuka umum yang dilaksanakan dihadapan pejabat lelang dengan 

penawaran lisan atau tulisan yang bersifat kompetitif, sehingga yang 

mengajukan penawaran yang lebih tinggi sebagai pemenangnya. 

 

 

2. Dasar hukum lelang 

Dasar Hukum Lelang di Indonesia dapat dipisahkan menjadi ketentuan 

khusus dan ketentuan umum. Ketentuan yang khusus adalah : 

a) Peraturan lelang/ Vendu Reglement (Stbl. 1908 No. 189) 

b) Intruksi Lelang/Vendu Instructie (Stbl. 1908 No. 190) 

c) Peraturan Pemungutan bea lelang untuk Pelelangan dan penjualan umum 

(Stbl. 1949 No. 390). 

Sedangkan peraturan pelaksanaannya terakhir diatur dengan keputusan 

Menteri Keuangan : 

a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 

b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 41/PMK.07/2006 tentang Pejabat 

Lelang Kelas I. 

                                                           
43Ibid. hlm. 48. 
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c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 118/PMK.07/2005 tentang Balai 

Lelang. 

d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.07/ 2005 tentang 

Pejabat Lelang Kelas II. 

e) Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor : KEP-

02/PL/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. 

f) Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor : KEP-

01/PL/2006 tentang Pedoman Administrasi Perkantoran dan Pelapor 

Kantor Pejabat Lelang Kelas II. 

g) Beberapa Undang-Undang lainnya : UU Hukum Pidana, Perdata, 

Kepabeanan, Pajak, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan, UU 

Hak Tanggungan, UU Jaminan Fidusia, UU Perbankan dan sebagainya.44 

3. Fungsi lelang 

Lelang sebagai sarana penjualan barang khususnya sejak semula 

dimaksudkan sebagai pelayanan umum. Artinya siapapun dapat 

memanfaatkan pelayanan jasa unit lelang negara untuk menjual barang secara 

lelang. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang, fungsi lelang ada dua, yaitu: 

a. Fungsi privat  

Lelang merupakan institusi pasar yang mempertemukan antara 

penjual dan pembeli, maka lelang berfungsi memperlancar arus lalu lintas 

perdagangan barang. Fungsi ini untuk memberikan pelayanan penjualan 

                                                           
44 Elvira Suzana Ekaputri, 2012, ‘Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Perum 

Pegadaian Cabang Depok’, Program Prasarjana Universitas Indonesia, Depok, hlm. 74. 
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barang kepada masyarakat/pengusaha yang menginginkan barangnya 

dilelang, maupun kepada peserta lelang. 

b. Fungsi publik 

1) Memberikan pelayanan penjualan dalam rangka pengamanan aset yang 

dimiliki/dikuasai oleh Negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib 

administrasi pengelolaannya.  

2) Memberikan pelayanan penjualan barang yang bersifat cepat, aman, 

tertib dan mewujudkan harga yang wajar. 

3) Mengumpulkan penerimaan Negara dalam bentuk bea lelang dan uang 

miskin.45 

4. Asas lelang 

Menurut Ngadijarno dkk (2006), di dalam peraturan perundang-

undangan di bidang lelang ditemukan adanya asas lelang, antara lain yaitu: 

asas keterbukaan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi dan asas 

akuntabilitas. Adapun penjelasan asas lelang tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Asas Keterbukaan.  

Asas ini menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui 

adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk 

mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh Undang-undang. Oleh 

karena itu, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman 

lelang. Asas ini juga untuk mencegah terjadi praktek persaingan usaha 

                                                           
45Muchlisin Riadi, 2020, Lelang / Penjualan Umum (Pengertian, Fungsi, Jenis, Asas dan 

Prosedur), 16 Mei 2020, https://www.kajianpustaka.com/2020/05/lelang-pengertian-fungsi-jenis-

asas-dan-prosedur.html 
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tidak sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktek korupsi, 

kolusi, dan nepotisme (KKN).  

b. Asas Keadilan.  

Asas ini mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan 

lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap 

pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya 

keberpihakan Pejabat Lelang kepada peserta lelang tertentu atau berpihak 

hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi 

penjual tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang 

berakibat merugikan pihak tereksekusi.  

c. Asas Kepastian Hukum.  

Asas ini menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin 

adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang oleh 

Pejabat Lelang yang merupakan akte otentik. Risalah Lelang digunakan 

penjual/pemilik barang, pembeli dan Pejabat Lelang untuk 

mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya. 

d. Asas Efisiensi.  

Yaitu asas yang akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan 

dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan 

pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli disahkan pada 

saat itu juga.  

e. Asas Akuntabilitas.  
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Asas ini menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat 

Lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang 

berkepentingan. Pertanggungjawaban Pejabat Lelang meliputi 

administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.46 

5. Jenis-jenis lelang 

Jenis-jenis lelang terdiri dari: 

a) Lelang Non Eksekusi Sukarela. 

Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang atas barang milik 

swasta, Orang, Badan hukum,/badan usaha yang dilelang secara sukarela.  

 

b) Lelang Non Eksekusi Wajib                                                                                                 

Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan 

penjualan barang yang oleh  peraturan perundang-undangan diharuskan di 

jual secara lelang. 

c) Lelang Eksekusi. 

Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau 

penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan 

itu, dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan.47  

d) Lelang tertutup. 

Lelang tertutup adalah lelang yang dilakukan dimana peminat 

mengajukan harga yang untuk properti yang ia minati didalam amplop 

                                                           
46Ibid.  
47

Balindo, 2017, Jenis-jenis Lelang, http://balindo.com/sukarela-baru/jenislelang 

http://balindo.com/sukarela-baru/jenislelang


35 
 

 
 

tertutup/ dirahasiakan. Dalam sistem lelang tertutup harga penawar 

tertinggi tidak diketahui. Pemenang baru diketahui setelah proses 

penawaran selesai dilakukan dan hasilnya diumumkan.  

e) Lelang terbuka. 

Lelang terbuka adalah lelang yang diadakan oleh balai lelang dimana 

peminat properti dikumpulkan di suatu tempat untuk mengikuti lelang. 

Peminat properti mengetahui berapa harga penawaran setiap saat untuk 

properti yang di lelang. Penawaran akan terus dilakukan selama masih ada 

peminat yang berani menawar dengan harga yang lebih tinggi.48 

6. Syarat-syarat lelang. 

Adapun mengenai syarat jual beli lelang, dalam ini berlaku juga 

sebagaimana persyaratan jual beli secara umum. Syarat orang yang berakad 

dalam jual beli lelang, para ulama fiqih dalam berbagai kepustakaan 

menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi 

syarat : 

1) Berakal dan baliqh, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil 

dan orang gila yang belum baliqh hukumnya tidak sah. 

2) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda maksudnya, 

seseorang yang bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu 

secara bersamaan. 

3) Muhtar, artinya tidak dibawah tekanan dan paksaan oleh pihak lain. 

                                                           
48Rumah BTN, 2015, Lelang Terbuka dan Tertutup, http://rumah-

btn.blogspot.com/2014/02/lelang-terbuka-dan-tertutup.html  

http://rumah-btn.blogspot.com/2014/02/lelang-terbuka-dan-tertutup.html
http://rumah-btn.blogspot.com/2014/02/lelang-terbuka-dan-tertutup.html
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Penjualan dalam bentuk lelang dilakukan didepan para peminat atau 

orang banyak dan biasanya tawaran dengan berjenjang naik. Dalam lelang 

ditentukan rukun dan syarat-syarat dapat dipergunakan sebagai pedoman. 

Syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut : 

a) Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum dan kerelaan. 

b) Objek lelang harus halal dan bermanfaat. 

c) Barang yang jadi objek jual beli/lelang adalah sah miliknya. 

d) Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang. 

e) Kesanggupan penyerahan barang dari penjual. 

f) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati sehingga tidak 

menimbulkan perselisihan.49 

                                                           
49Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati. Op. Cit., hlm. 153 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

A. Sejarah Pegadaian di Indonesia. 

Usaha pegadaian di Indonesia sudah dimulai sejak zama kolonial Belanda. 

Pada masa itu, berdiri sebuah bank bernama Bank Van Lening. Bank tersebut 

memberikan jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan barang bergerak. 

Penyerahan barang dan pemberian jasa pinjaman dana tersebut juga merupakan 

suatu mekanisme gadai. Untuk pertama kalinya, pada tanggal 12 Maret 1901, 

melalui Stb. 1901 No. 131, direalisasikan sebuah Jawatan Pegadaian di 

Sukabumi. Kemudian dengan  Stb. 1930 No. 266, lembaga ini mendapatkan 

status Jawatan. 

Selanjutnya pada masa pemerintahan RI, Jawatan diubah menjadi 

Perusahaan Negara Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Tahun 1961 

No. 178 tanggal 3 Mei 1961 (Lembaga Negara RI Tahun 1961 No. 209 tentang 

Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian).  

Dalam perkembangan selanjutnya, Perusahaan Negara Pegadaian 

mengadakan penyesuaian bentuk usahanya sebagaimana dimaksud dengan 

Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 yang menangani 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 (Lembaran 

Negara Tahun 1969 No. 16, Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang 

Bentuk-Bentuk Usaha Negara. Undang-Undang ini menetapkan bentuk 

perusahaan-perusahaan negara menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), 

Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). Dalam bentuk 
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usaha tersebut, maka Perusahaan Negara Pegadaian berubah menjadi 

Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 

7 Tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 tentang perubahan kedudukan Perusahaan 

Negara Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian (Lembaran Negara RI Tahun 

1969 No. 9).  

Dalam meningkatkan efesiensinya dan produktivitasnya, maka 

Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadian dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan 

Umum (Perum) Pegadaian sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah 

RI No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pengalihan Bentuk 

Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) 

Pegadaian (Lembaga Negara Tahun 1990 No. 14). Dengan pengalihan bentuk 

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian tersebut, Perusahaan Jawatan (Perjan) 

Pegadaian dinyatakan bubar, tetapi segala hak dan kewajiban, kekayaan, 

pegawai yang dimiliki Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian dialihkan 

menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. 

Pada tahun 2000, Perum Pegadaian disempurnakan kembali agar sesuai 

dengan peraturan sesuai dengan peraturan dan perundangan lembaga negara di 

Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 1 April 2012, Perum Pegadaian diubah 

kelembagaannya menjadi Persero oleh pemerintah. Perubahan ini bertujuan 

untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas usaha.  

B. Profil PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang. 

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang berlokasi di Jl. 

Proklamasi No. 22, Padang, Sumatera Barat. No. Telepon 075131559. Kantor 

PT. Pegadaian Cabang CP Terandam di Padang, Sumatera Barat melayani Gadai 
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Bisnis, Gadai, Kreasi, Krasida, Krista, Mulia, Kresna, Tabungan Emas, EmasKu, 

Gadai Flexi, MPO (Pembelian dan Pembayaran Tagihan Telepon, Listrik, Air, 

Tiket, Internet, TV Berbayar, Pembayaran Iuran BPJS dan lain-lain. 

Kantor PT Pegadaian persero ini menyediakan berbagai layanan terkait 

dengan produk-produk PT Pegadaian. Layanan produk PT Pegadaian yang 

tersedia mulai dari investasi emas pegadaian, cek harga emas pegadaian, 

tabungan emas, pendaftaran pegadaian digital atau pegadaian online, Kredit 

Cepat Aman (KCA) pegadaian, pegadaian syariah dan lainnya. Pada kantor ini 

juga nasabah bisa mengajukan pinjam uang atau kredit dengan jaminan muali 

dari surat BPKB kendaraan motor atau mobil, surat tanah dan lainnya. Proses 

pegadaian terjamin. Segera kunjungi PT Pegadaian terdekat untuk memenuhi 

kebutuhan finansial Anda, mencari informasi bunga pegadaian, pengajuan 

pinjaman, dan lainnya. Anda juga bisa menghubungi kontak call center dan 

customer service atau mengakses langsung website PT Pegadaian secara online. 

C. Visi dan Misi Pegadaian. 

Adapun visi dari Pegadaian adalah sebagai solusi bisnis terpadu terutama 

berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia 

selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. 

Adapun misi yang dimiliki oleh PT. Pegadaian adalah sebagai berikut :  

a) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu 

memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi  
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b) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan 

kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri 

menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. 

c) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka 

optimalisasi sumber daya perusahaan  

Tujuan PT. Pegadaian Persero Adapun tujuan yang dimiliki oleh PT. 

Pegadaian Persero adalah: Melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik 

secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat 

berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha 

menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan 

menerapkan prinsip perseroan terbatas. 

D. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang. 

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu tingkatan atau susunan 

yang berisi pembagian tugas dan peran perorangan berdasarkan jabatannya di 

perusahaan. Struktur organisasi membantu perusahaan untuk menempatkan 

individu-individu yang berpotensi dan memiliki kompeten sesuai dengan bidang 

serta keahliannya. Tujuan utamanya adalah supaya perusahaan lebih mudah 

dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab tiap individu dalam 

menjalankan sebuah perusahaan atau bisnis. Adapun struktur organisasi pada 

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang pada gambar sebagai 

berikut: 
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Gambar Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang 

Terandam Padang 

 

Berdasarkan dari struktur organisasi diatas, mempunyai tugasnya 

masing-masing sesuai dengan dibidangnya, yaitu: 

a. Pimpinan Cabang. 

Tugas dari pimpinan cabang, sebagai berikut: 

1) Menyusun rencana kerja dan anggaran Kantor Cabang dan UPC 

berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.  

Pimpinan Cabang 

Syawaluddin Ibrahim 

Sales Head 

Rahmatul Hidayat 

Ka. Unit Pelayanan 

Nasabah 

Gustiyeni 

Kasir 

Melly Valinda 
Penaksir 

Jasmiati 

Penaksir 

Wahyoeningsih 

Kasir 

Dhita Nurul 

Huznainah 

Pengelola 

Agunan 

Sarah Maulina 
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2) Merencanakan, mengorganisasikan,menyelenggarakan dan 

mengendalikan operasional usaha gadai. 

3) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan 

mengendalikan operasional usaha lain. 

4) Merencanakan, mengorganisasikan menyelenggarakan dan 

mengendalikan penatausahaan barang jaminan bermasalah taksiran tinggi, 

rusak, palsu, dan barang polisi di Kantor Cabang dan UPC.  

5) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengawasi 

lelang barang jaminan. 

b. Sales Head 

Tugas dari Sales Head, sebagai berikut: 

1) Melakukan monitoring dan supervisi potensi usaha mikro yan dapat 

dibiayai di area tugasnya. 

2) Mengkoordinasi data calon nasabah yang berpotensi. 

3) Melakukan supervisi atas akurasi informasi, kelengkapan dokumen dan 

hasil survey dari Sales Profesional. 

4) Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Cabang/Area/Wilayah dalam 

aktivitas pemasaran dan collection. 

5) Melakukan evaluasi kinerja Sales Profesional, Relationship, Officer & 

Collection dalam rangka pencapaian target. 

6) Memelihara hubungan baik dengan nasabah 

7) Melakukan kegiatan monitoring egiatan collection dalam rangka 

pencapaian target.  

c. Kepala Unit Pelayanan Nasabah 
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Tugas dari Kepala Unit Pelayanan Nasabah, sebagai berikut: 

1) Mengelola kegiatan operasional unit kerja di bawah koordinasinya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang 

ditetapkan; 

2) Mengelola penyaluran seluruh produk perusahaan dan melaksanakan 

operasionalnya sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

3) Mengkoordinasikan penerapan standar etika perusahaan Code of Conduct 

(COC) pada unit kerja di bawah koordinasinya berjalan dengan baik; 

4) Mengkoordinasi penerapan standarisasi pelayanan dan standarisasi outlet 

yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

5) Mengelola ketersediaan modal kerja, kas, dan bank untuk mendukung 

operasional unit kerja di bawah koordinasinya. 

6) Menyusun rencana kerja, program kerja inisiatif strategis dan rincian biaya 

(RKAP) tahunan yang inline dengan visi dan misi perusahaan; 

7) Mengkoordinasikan pelaksanaan Performance Management System 

(PMS) pada unit kerja di bawah koordinasinya mulai dari penetapan target, 

cascading target, performance review, coaching, mentoring dan 

performance appraisal; 

8) Monitoring dan evaluasi kinerja unit kerja di bawah koordinasinya, serta 

memberikan rekomendasi langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka 

pencapaian target kinerja; 
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d. Penaksir 

Tugas penaksir, sebagai berikut: 

1) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui 

mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka 

menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang jaminan.  

2) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, 

untuk mengetahui mutu dan nilai, dalam menentukan harga dasar barang 

yang akan dilelang. 

3) Menyiapkan barang jaminan yang akan di simpan guna keamanan. 

e. Kasir  

Tugas dari Kasir, sebagai berikut:  

1) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.  

2) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.  

3) Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

f. Pengelola Agunan. 

Tugas dari Pengelola Agunan, sebagai berikut: 

1) Secara berkala selalu melakukan pemeriksaan keadaan gudang 

penyimpanan barang gadai, agar tercipta keamanan dan kebersihan 

gudang serta barang gadai yang ada di dalamnnya. 

2) Menerima barang gadai dari petugas yang berwenang 
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3) Mengeluarkan barang gadai dan dokumen yang terkait dengan bisnis 

Mikro atau bisnis emas untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atau 

keperluan lainnya sesuai aturan yang berlaku 

4) Merawat barang gadai dan gudang penyimpanan agar dalam keadaan 

baik dan aman 

5) Melakukan pengelompokkan barang gadai yang bukan emas sesuai 

dengan rubric dan bulan pinjamannya, serta menyusunnya sesuai dengan 

nomor 

6) Melakukan pencatatan mutasi penerimaan/pengeluaran semua barang 

gadai yang menjadi tanggung jawabnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan nasabah pada PT. 

Pegadaian Cabang Terandam Padang 

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan 

secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar dimuka umum 

dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar 

menukar dimuka umum, dan pelaksanannya dilakukan khusus dimuka umum. 

Lelang merupakan usaha untuk pengembalian pinjaman yang dikarenakan 

tidak bisa dilunasi sampai batas yang ditentukan, melakukan dengan cara 

menjual barang jaminan tersebut kepada umum. Salah satu contoh adalah 

pelelangan barang jaminan. Barang-barang jaminan tersebut seperti 

perhiasan, barang elektronik, dan kendaraan. Proses lelang dilakukan setelah 

akad jatuh tempo yaitu sekitaran 120 hari atau 4 bulan untuk satu akad gadai. 

Dalam wawancara peneliti menanyakan kepada responden mengapa 

barang gadai nasabah bisa dilelang, lalu Ibu Gustiyeni selaku Kepala Unit 

Pelayanan Nasabah menjelaskan bahwa lelang terjadi karena barang jaminan 

nasabah itu tidak  mampu membayar atau ditebus oleh nasabah, dengan waktu 

yang telah ditentukan sesuai dalam oleh PT. Pegadaian yang tercantum dalam 

Surat Bukti Kredit (SBK) atau dengan kata lain disebut dengan wanprestasi. 

Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana 

seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. 
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Disebutkan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur 

antara lain sebagai berikut : 

1) Tidak dapat melakukan yang seharusnya dalam kewajibannya; 

2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikannya; 

3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 

4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 50 

Setelah akad jatuh tempo ada pula istilah namanya Cut Off, dimana 

sebagai jarak jatuh tebusan dengan lelang otomatis langsung pada sistem, jadi 

apabila nasabah barang jaminannya sudah jatuh tempo maka akan diberi 

tenggang waktu selama 45 hari disertai dengan denda, agar dapat kesempatan 

untuk melunai pinjamannya kepada pemberi gadai. 

Sebelum lewat masa tenggang waktu, maka pihak pegadaian 

melakukan tindakan sebelum melelang barang gadai nasabah, Ibu Gustiyeni 

menjelaskan bahwa apabila akan jatuh tempo, maka pihak pegadaian akan 

memberikan peringatan berupa telepon atau surat peringatan secara tertulis 

diantarkan pada alamat rumah nasabah tersebut. Setelah itu meminta nasabah 

untuk datang ke pegadaian untuk melakukan negosiasi dalam mencari solusi 

masalah tersebut, apakah masih memperpanjang akad gadainya atau memilih 

barang gadai dilelang saja. Dan apabila melalui telepon atau surat peringatan 

itu tidak ada respon atau kabar dari nasabah dalam menjalankan 

                                                           
50Gustiyeni, Kepala Unit Pelayanan Nasabah PT. Pegadaian Cabang Terandam Padang, 

2022, Wawancara, 15 Januari pukul 09.00 WIB. 
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kewajibannya, maka pihak pegadaian berhak untuk melakukan pelelangan 

barang gadai nasabah.51 

Dalam pelaksanaan lelang barang nasabah bisa dilakukan melalui 

penjualan tertutup dan melalui sistem konvensional, sebagai berikut: 

1) Melalui Penjualan Tertutup 

Penjualan tertutup dilakukan melalui perantara pengadilan, dengan 

mengajukan permohonan kepada hakim, supaya penjualan dilakukan 

dengan cara selain melelang.  

2) Melalui Penjualan Konvensional 

Penjualan konvensional dan atau terbuka oleh kreditur atas barang-

barang gadai dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau Balai Lelang. Artinya, 

pengekseskusian barang gadai tanpa terlebih dahulu meminta perantara 

pengadilan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Gustiyeni sebagai Kepala 

Unit Pelayanan Nasabah menyatakan bahwa Pelaksanaan lelang barang 

jaminan tidak dilakukan setiap hari, karena itu akan merepotkan dan 

memerlukan waktu lama, biasanya hanya dilakukan dalam 2 kali dalam 

sebulan saja dan dibatas waktu yang ditetapkan selambat-lambatnya 60 

hari.52 

                                                           
51Gustiyeni, Kepala Unit Pelayanan Nasabah PT. Pegadaian Cabang Terandam Padang, 

2022, Wawancara, 15 Januari pukul 09.00 WIB . 
52Gustiyeni, Kepala Unit Pelayanan Nasabah PT. Pegadaian Cabang Terandam Padang, 

2022, Wawancara, 15 Januari pukul 09.00 WIB 
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Dalam wawancara, peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan 

lelang terhadap barang jaminan nasabah, lalu Ibuk Gustiyeni menjelaskan: 

a. Pengumuman lelang 

Dalam pengumuman lelang, memberitahukan kepada masyarakat 

tentang adannya lelang melalui pada papan pengumuman yang ada 

dikantor pegadaian. Dengan memberikan informasi yang jelas dalam 

waktu pelaksanaan lelang dan tempat pelaksaan lelang. Untuk 

menentukan tanggal Pelaksanaan lelang dilakukan dalam dua kali 

dalam satu bulan berdasarkan ketentuan dari pegadaian. Pengumuman 

lelang berisi tentang: 

1) Tempat pelaksanaan lelang. 

2) Waktu pelaksanaan lelang yang terdiri dari hari, tanggal, dan jam. 

3) Jenis barang-barang akan dilelang. 

Pada pengumuman lelang diberitahukan melalui beberapa media dalam 

pelaksanaannya yaitu: 

1) Papan pengumuman yang ada dikantor pegadaian. 

2) Koran atau surat kabar. 

3) Brosur atau poster. 

4) Media sosial. 

b. Persiapan lelang. 

Dalam persiapan lelang, dilakukan tujuh hari sebelum lelang, 

sedangkan untuk pengeluaran barang yang akan dilelang dari tempat 

penyimpanan yang ada dikantor, dilakukan lima hari sebelum barang 

itu akan lelang. Tim pelaksana lelang harus menaksir ulang seluruh 
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barang yang akan dilelang sesuai dengan Harga Dasar Lelang Emas 

(HDLE) yang berlaku meliputi; komponen uang pinjaman + sewa 

modal, biaya proses lelang serta bea lelang penjual dan pembeli. 

Taksiran proses bea lelang antara 1% per 15 hari dari pinjaman dan 

sewa modal.  

c. Pelaksanaan Lelang 

1. Penetapan harga lelang 

Dalam penetapan harga lelang, untuk menentukan harga 

minimum serta maksimum untuk suatu barang jaminan, telah di atur 

dalam aturan mengenai penetapan harga lelang, penaksir ditugaskan 

untuk menetukan harga barang yang akan dilelang di pegadaian, 

ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran yang 

dilakukan antara pembeli dan penjual yang menggunakan unsur 

kerelaan.  

2. Penawaran lelang 

Dalam penawaran lelang dapat dilakukan dengan cara tertulis dan 

tidak tertulis (lisan). Tertulis maksudnya, menggunakan surat yang 

disampaikan ke kantor juru lelang. Sedangkan lisan maksudnya, dapat 

menyampaikan langsung secara lisan pada saat pelelangan dilakukan. 

Pada penawaran lelang dilakukan dengan cara “naik-naik” dalam 

kelipatan tertentu menurut tingkatan harga penawaran tersebut, yang 

besarnya ditetapkan melalui surat edaran direksi. 

 

3. Pemenang lelang 
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a) Pemenang lelang dalam proses pelaksanaan lelang setelah 

melakukan penawaran tertinggi, kemudian pemandu lelang 

menanyakan kepada peserta pembeli barang lelang apakah masih 

ada penawaran yang lebih tinggi dari penawaran terakhir dan jika 

tidak ada penawaran lagi, maka penawaran terakhir ditetapkan 

sebagai pemenangnya. 

b) Nama pembeli lelang dan harga pembeliannya akan dicatat oleh 

pemandu lelang pada Surat Bukti Kredit (SBK) dwilipat. Sedangkan 

panitia lelang mencatat transaksi tersebut pada Daftar Rincian 

Penjualan Lelang (DRPL). 

c) Setelah pelaksanaan lelang selesai, pemenang lelang akan diberikan 

Berita Acara Pemenang Lelang dan mewajibkan pemenang lelang 

untuk menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan persyaratan 

lelang. Apabila sudah telah selesai, maka akan diberikan Risalah 

Lelang, yaitu berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh 

pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai 

kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak.  

4. Pembayaran atau penyetoran barang lelang oleh pemenang lelang 

Untuk pembayaran harga lelang dan sewa lelang, diwajibkan 

pemenang lelang untuk  membayarkan secara tunai atau cash paling 

lama lima hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Dalam kelebihan 

penjualan lelang, apabila setelah membayar bea lelang dan 

kewajiban nasabah telah selesai, maka jika ada sisa atau kelebihan 

uang dari lelang tersebut maka pihak pegadaian mengembalikannya 
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kepada nasabah diberi tenggang waktu 1 tahun, dan jika uang  

tersebut tidak diambil oleh nasabah sesuai waktu yang telah 

ditentukan maka uang tersebut kadaluarsa. 

5. Menyerahkan dokumen asli kepemilikan barang 

Pejabat lelang menerima dokumen asli kepemilikan barang lelang 

dari nasabah yang telah melakukan pelelangan barang jaminan, 

selanjutnya penyerahan dokumen asli atas kepemilikan barang yang 

dilelang oleh pejabat lelang kepada pembeli atau pemenang lelang 

dengan menunjukan bukti pelunasan pembayaran.53 

B. Kendala dalam pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan nasabah pada 

PT. Pegadaian Cabang Terandam Padang 

Berdasarkan prosedur PT. Pegadaian, lelang dilakukan 3 tahap yaitu, 

pemberitahuan lelang, persiapan lelang, dan pelaksanaan lelang. Tetapi tidak 

setiap pelaksanaan lelang barang jaminan dapat berjalan dengan lancar, ini 

disebabkan adanya terjadi berbagai kendala dalam pelaksanaan pelelangan. 

Dalam wawancara Ibu Gustiyeni menjelaskan berbagai kendala dalam 

pelelangan yaitu:  

a. Kesulitan dalam menerima kabar atau respon dari nasabah untuk mengasi 

tahu bahwasan nya peminjaman sudah jatuh tempo, terkadang nasabah yang 

sudah menerima surat peringatan dari pegadaian menjadi marah atau kesal.  

                                                           
53Gustiyeni, Kepala Unit Pelayanan Nasabah PT. Pegadaian Cabang Terandam Padang, 

2022, Wawancara, 15 Januari pukul 09.00 WIB. 
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b. Adanya nasabah yang tidak terima atau protes atas barang jaminannya di 

lelang oleh pihak PT. Pegadaian tanpa sepengetahuannya, padahal sudah 

memberitahukan lewat surat peringatan.  

c. Dalam proses penaksiran harga jaminan barang yang akan di lelang  agak 

sulit dikarenakan terjadinya perubahan harga pasar dan barang jaminan yang 

tidak laku dijual sehingga menyulitkan pihak  PT. Pegadaian untuk menjual 

Barang Sisa Lelang (BSL).  

d. Tidak selalu barang jaminan dalam pelelangan dapat terjual semuanya, 

dikarenakan ada beberapa beberapa faktor sebagai penyebabnya, seperti : 

sekarang ini masih masa pandemi covid-19, akibatnya ekonomi masyarakat 

tidak stabil sehingga minat untuk membeli barang lelang menurun.54 

C. Upaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan lelang terhadap barang 

jaminan nasabah pada PT. Pegadaian Cabang Terandam Padang. 

Dalam menghadapi kendala-kendala dalam proses pelelang barang 

jaminan nasabah, Ibu Gustiyeni menjelasankan bahwa: 

1) Sebelum jatuhnya tempo pihak pegadaian sudah memberi tahu terlebih 

dahulu kepada nasabah, akan memberi tahu atau menghubungi melalui 

telepon dan surat peringatan bahwasannya sudah jatuh tempo sesuai 

prosedur dan ketentuan dari PT. Pegadaian. 

2) Pada nasabah yang protes atau tidak diterima barang jaminannya di lelang 

oleh pihak PT. Pegadaian tanpa sepengetahuan nasabah, maka diselesaikan 

tahap mediasi. Pada tahap mediasi ini menyelesaikan masalah dengan 

                                                           
54Gustiyeni, Kepala Unit Pelayanan Nasabah PT. Pegadaian Cabang Terandam Padang, 

2022, Wawancara, 15 Januari pukul 09.00 WIB 
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secara kekeluargaan untuk menemukan solusi yang tepat dan tidak ada 

kerugian dari pihak mana pun. 

3) Tidak lakunya barang jaminan untuk dijual pada saat pelelangan, maka 

untuk memikat peminat pembelian barang lelang, maka pihak pegadaian 

melakukan penurunan biaya limit lelang.55 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Gustiyeni, Kepala Unit Pelayanan Nasabah PT. Pegadaian Cabang Terandam Padang, 

2022, Wawancara, 15 Januari pukul 09.00 WIB. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, maka peneliti dapat menyimpulkan 

sebagai berikut: 

1) Lelang terjadi dikarenakan barang jaminan nasabah itu tidak mampu 

membayar atau ditebus oleh nasabah, diakibatkan oleh sebab-sebab tertentu 

dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dalam oleh PT. Pegadaian yang 

tercantum dalam Surat Bukti Kredit (SBK) atau dengan kata lain disebut 

dengan wanprestasi.  

2) Berdasarkan prosedur PT. Pegadaian, lelang dilakukan 3 tahap yaitu, 

pemberitahuan lelang, persiapan lelang, dan pelaksanaan lelang. Pemenang 

lelang telah menyelesaikan seluruh kewajibannya maka akan diberikan 

Risalah Lelang, yaitu berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat 

lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian 

sempurna bagi para pihak.  

3) Dalam pelaksanaan lelang barang jaminan, tidak selalu berjalan dengan 

lancar, ini disebabkan adanya terjadi berbagai kendala dalam pelaksanaan 

pelelangan. 
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B. Saran. 

Pada penelitian ini, maka peneliti dapat mengemukakan saran sebagai berikut: 

1) Nasabah sebagai debitur harus cermat, teliti dan mengingat kembali masa 

jatuh tempo pinjamannya, supaya barang jaminannya itu dapat diperpanjang 

masa gadainya sehingga jaminannya tidak sampai dilelang.  

2) Untuk meningkatkan informasi tentang pelaksanaan lelang di pegadaian 

kepada masyarakat, maka pihak pegadaian hendaklah juga memberikan 

infornasi tidak hanya di papan pengumuman kantor saja tetapi juga pada 

media sosial, dikarenakan masyarakat lebih banyak menggunakan media 

sosial untuk informasi-informasi penting daripada media koran, media brosur 

dan sebagainya. 

3) Untuk mempengaruhi ketertarikkan calon pembeli, pihak pegadaian 

hendaklah  mencuci dan mengecek ulang barang yang akan dilelang sehingga 

barang tersebut agar terlihat menarik oleh calon pembeli
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